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Setwy wouk terlsisememya kegistan fisik yanp bersumber dzmi APBD &

=giompes Dioes Sosial Pemberdsyvaen Perempusn dan pPerlindungan Amak

Kabopeses Pesieir Selmen Tahum Anggersn 2022 perfu ditunjuk Pengawas
Lapenge=:

Betwz persond vemp dinmiuk dipendeng mempu dan memenuhi Syarat untuk
Delrvemeion mpes sehegel Penpawes Lapenpen:

Bebwa berdesmios pertimbengen pads hunuf 2 den b distes meks periv
Skelnwioen swer Kepotuem Kepels Dines Sosial, Pemberdayasn Perempraan
Gam Peciimdimoen Ansk Kebupeten Pesisir Selatan:
Undemg-Undamg Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembeatukan Dacrah
Omaooei Ksbupemen Dalsm Linglomesn Daersh Propinsi Sumaters Tengah
{Lembarss Negerz Republik Indonesia Tehuim 1956 Nomor 25) sehagsimana
12leh bederzme keli diubeh rerakhir deagan Undeng-Undang Nomer 7 Tahun
{953 remtemg Pembemtuisn Daersh Tingkst I] Sarolangun.Bangko dan Dacrah
Tengiet 11 Tamjimg Jsbung Dengan Mengubzh Undang-Undang Nomor 12
Tehon 1956 temaenp Pembentukan Dsersh Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumsters Tengah (Lembersn Negera Tahun 1965 Nomor $0, Tambahan
L::.-.h:.-;:: Negera Nomor 2785);
Usdeng-Undang Nemor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negar vang
Bersh dem Beoes deri Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negan
Republil ladonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamhahan 1 embaran Negam
Repuhlih Indonesis Nomor 3881):;
Usndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negare Republik Indonesis Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan | emharan
Negara Repubdld Indonesia Nomor 4286),

Dipindai dengan CamScanner



0.

11,

12

13.

14.

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharoan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, T ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbungan Keuangan
antara  Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2004 Nomor 126, Tumbuhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undung-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan Duerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbaguimana  telub
beberapakali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (entany
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan |.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
Peraturun Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (entung Pengelolaan Keuangan
Ducruh (Lembarun Negara Republik Indonesia Tuhun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peratutun Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagnimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tuhun2018 Tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloinan Keuangan Dacrah stbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kahupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
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Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/16 /Kpts/BPT-PS/2022 tentang
Penctapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pcmbantu Pada Dinas Sosial, Pemberduyaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022;

Surat Kepela Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor: 600/652/PUTR-PS/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022 Perihal
Pengiriman Petugas DED, Pengawas Lapangan, dan Tenaga Teknis pada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

: Menunjuk saudara Femdi Rasondi, S.T sebagai Pengawas Lapangan lingkup Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2022;

o

: Pengawas Lapangan bertugas dalam hal sebagai berikut:

Melakukan pengawasan fisik pekerjaan dilapangan mengacu kepada kuantitas
yang ndo dalam SPK
Memberikan  luporan  kemajuan/perkembangan  pelaksanaan  pekerjaan

dilapangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran

: Masa tuges Pengawasan Lapangan  dinyatakan  berakhir  setelah peluksunnan

pemeriksaan hasil pekerjaan selesai

: Scgalu binya yung timbul ukibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada

kegintan bersangkutan Tahun Anggaran 2022

¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudiun hari

terdapat kekeliruan terhudup keputusan ini akan dilakukan perbaikan scbagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Padatanggal : 22 Juni 2022

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

v/
ROVIKTO, SSTP, M.Si
S NIPRI9830119 2001121003
SIRSY,

Tembusar ini disampaikan kepada Yth:

®“L__P

Kuasa Penggguna Anggaran Kegiatan bersangkutan di Painan,

2. Pertinggal,
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